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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN
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NOMOR : 2 TAHUN 2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASAHAN,

Memmbang :

a. bahwa Pajak Penerangan Jalan di Dacrah Kabupaten Asahan sebagaimna diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2000 diundangkan
dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29 sudah tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat im;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu dilakukan pengaturan
kembali dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pencrangan Jalan,

Mengingatl :

l. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam  Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 1092);




Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), vang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara
Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan I.embaran Negara Nomor 4438),

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemenntah dan
Kewenangan Propinsi sebagar Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
4138),

Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menten dalam Negen Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kntena Wanb
Pajak yang Wajib Menycelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan
Prosedur Adminmistras: Pajak Dacrah, Retnibusi Dacrah dan Penenmaan Pendapatan
Lain-Lain;

Keputusan Menten Kehakiman Nomor M.04 - 07,30 Tahun 1984 tentang
Wewenang Penyidik Pegawar Negen Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Asahan Nomor 7 Tahun 1980
tentang Ketentuan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran

Daerah Tahun 1985 Nomor 8).




Memperhatikan
Keputusan Mentenn Dalam Neger1 Nomor 131,12-99 Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006
tentang Pemberhentian Sementara Bupati Asahan Propinsi Sumatera Utara.
Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN
JALAN.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah im yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Asahan.
Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Asahan

Kepala Daerah adalah Bupati Asahan

oo L

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, untuk selanmjutnya dismmgkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan

5. Pejabat yang dihunjuk vang selamjutnya disebut Pejabat adalah pegawan yang
diber1 tugas tertentu dibwdang perpajakan daerah sesuar dengan  peraturan
perundang-undangan vang berlaku

6. PT. Perusahaan Listnk Negara (Persero) yang selamjutnya disebut PLN adalah

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di hidang ketenagalistnkan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku
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Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroan
komanditer, perscroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, kongsi.
yayasan atau organisasi yang scjenis lembaga, dana pensiun, bentukusaha serta
bentuk badan usaha lainnya.

Pajak Pencrangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga
listrik.

Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listnk untuk menerangi jalan umum
yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pengguna Tenaga Listrik adalah setiap orang pnbadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik dan PLN maupun bukan PLN.

Penggunaan Tenaga Listrik PLN adalah tenaga listrik yang dihasilkan dan mesin
pembangkit tenaga listrik PLN.

Penggunaan Tenaga Listrik bukan PLN adalah tenaga listrik yang dihasilkan dan
mesin pembangkit tenaga listrik bukan PLN yang dimiliki dan atau dikelola oleh
orang pribadi atau badan.

Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pendaftaran dan pendataan adalah scrangkaian kegiatan untuk memperoleh data
dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan
cara penyampaian SPTPD kepada wapb pajak untuk dusi secara lengkap dan
benar.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
Nomor Pokok yang telah didaftar dan menjadi identitas setiap wajib pajak.
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Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besamya pajak yang harus dibayar
oleh wajib pajak, baik pokok pajak, kenaikan pajak, kekurangan pembayaran,
kelebthan pembayaran pajak maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat yang ditetapkan Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah
keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besamya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang seclanjutnya
disingkat dengan SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebithan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dan jumlah pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya
dengan jaminan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Tagihan Pajak Daecrah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi admimstrasi berupa bunga
dan atau denda,







a1, Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding

. terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan olch wajib pajak.

32. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

- mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencan serta mengumpulkan bukt

yang dengan bukti 1tu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah
yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Pencrangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik.
Pasal 3
(1) Objek Pajak adalah Penggunaan Tenaga Listnk di Daerah yang tersedia
pencrangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemenintah Pusat dan Pemerintah
Dacrah,

b. Penggunaan tenaga histnik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,

konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga intemasional dengan asas
timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
¢. Penggunaan tenaga listnk yang berasal dan bukan PLN dengan kapasitas

tertentu yang tidak memerlukan 12in dan instansi tekmk terkant.




Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah sctiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga
listrik.

(2) Wajib Pajak adalah orang pnbadi atau badan yang menjadi pelanggan listnk dan
atau pengguna tenaga histnk.

BAB 11
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan tanf pajak adalah milai jual tenaga histnk.

(2) Nilai jual tenaga histrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga hstnk berasal dan PLN dengan pembayaran, milai jual
tenaga listnk adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya
pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening histnk;

b. Dalam hal tenaga histnk berasal dan bukan PLN dengan tidak dipungut
bayaran, nilai jual tenaga hstnk dihitung berdasarkan kapasitas tersedia,
penggunaan listrik atau taksiran penggunaan hstnk, dan harga satuan hstnk
yang berlaku di dacrah.

(3) Harga satuan listnk scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b" ditetapkan olch
Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan histnk yang berlaku untuk
PLN.

(4) Khusus untuk kegratan industn, pertambangan minyak bumi dan gas alam, mila
jual tenaga listnk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan scbesar 30%
(tiga puluh persen).

Pasal 6
(1) Tarif Pajak untuk penggunaan lenaga listrik yang berasal dan PLN bukan untuk
industn ditetapkan scbesar 7.5 % (tujuh koma lima perseratus).




(2) Tarif Pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dan PLN untuk industn
ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh perseratus).
Pasal 7

(1) Besamya pokok Pajak terutang dibitung dengan cara mengalikan tanf pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam hal pajak dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang
sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening hstnk yang
dibayarkan oleh pelanggan PLN.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pajak terutang dipungut dalam Daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
Pasal 9
Masa pajak adalah jangka waktu vang lamanya sama dengan satu bulan takwim
Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak timbul pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen

lain yang dipersamakan
BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 11

(1) Pendaftaran dilakukan terhadap wajib pajak yang berdomisihi di dalam maupun di
luar Daerah yang memiliki objek pajak di Daerah.
(2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan

mempersiapkan formulir pendaftaran dan dibenkan kepada wapb pajak

10




{3) Formulir pendafiaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dicatat dalam Dafiar

(N

(2)

(3)

(1)

(2)

(1

(2)

Induk Wajib Pajak secara berurutan yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib
Pajak Dacrah (NPWPD).

Pasal 12
Setiap wajib pajak yang telah menuliki NPWPD, pada awal tahun pajak atau masa
pajak wajib mengisi SPTPD atau dokumen lamn yang dipersamakan.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dusi dengan jelas benar dan
lengkap serta ditandatangam olch wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan
kepada Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 15 (lima belas) han setelah
berakhir masa pajak.
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan Kepala Dacrah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Kepala Dacrah
atau Pejabat menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tdak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) han scjak SKPD ditenima,
dikenakan sanksi admimistrasi berupa bunga scbesar 2% (dua persen) scbulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD

Pasal 14
Wajib pajak yang membayar sendin, SPTPD scbagaimana dimaksud dalam pasal
12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhtungkan dan menctapkan pajak
sendin yang terutang.
Dalam jangka waktu 5 (hma) tabun sesudah saat terutangnya pajak Kepala

Daerah dapat menerbitkan :

11
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a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
¢. SKPDN;
d. SKPD.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" diterbitkan:

a.  Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
scbesar 2% (dua persen) scbulan dihitung dan pajak yang kurang atau
terlambat dibavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan

telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenatkan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah sanks:
administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT scbagaimana dimaksud ayat (2) huruf "b" diterbitkan apabila

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf "c¢” diterbitkan apabila jumlah pajak

yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tudak terutang
dan tidak ada kredit pajak.
12




(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a” dan "b" tidak atau udak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan
STPD ditambah dengan sanksi admimistrasi berupa bunga 2% sebulan,

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dikenakan apabila wapb pajak melaporkan sendin sebelum  dilakukan
tindakan pemenksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang ditunjuk Kepala
Daerah sesuar waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penenimaan pajak harus disetor ke Kas Dacerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam
atau dalam waktu yang ditentukan Kepala Daerah,

(3) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSPD, kecuali penggunaan hstnk yang berasal dan PIN.

(4) Bentuk, 151 jemis ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo
pembayaran pajak terutang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dacrah.

Pasal 16

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Kepala Dacrah atau Pejabat dapat membenkan persetujuan kepada wapb pajak
untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhs

persyaratan yang ditentukan.
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{3) Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan bunga 2% (dua persen) sebulan
dan jumlah pajak yang belum atau kurang bayas

(4) Kepala Daerah atau Pejabat dapat membenkan persetujuan kepada wanb pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampar batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen)
sebulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksdu pada ayat (2) dan
(4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,

Pasal 17
(1) Setiap pembayaran pajak scbagaimana dimaksud dalam pasal 16 dibenikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2) Bentuk, jems, 1si, ukuran buku penenmaan dan tanda bukti pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud puady ayat (1) duetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
BAB VIII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal I8

(1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTD dicatat dalam buku menurut
jemis pajak sesuan dengan NPWPD

(2) Besamya penctapan dan penerumaan pajak dilmmpun dalam Buku Jenis Pajak dan
atas Buku Jemis Pajak dibuat Daftar Penctapan, Penenmaan dan Tunggakan per
jenis pajak

(3) Berdasarkan daftar penetapan, penenimaan dan tunggakan dibuat laporan realisasi

penenmaan dan tunggakan perjenis pajak sesuar masa pajak
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Pasal 23
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan han, tanggal, jam dan tempat pelaksanan
lelang, Juru Sita membenitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak
Pasal 24

{1) Pejabat dapat menctapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang
menyimpang dan jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23, dengan memperhatikan situasi
dan kondisi masing-masing Daerah.

(2) Penagihan scketika dan sckaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar
dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Penntah Penagihan Pajak
Scketika dan Sekaligus.

(3) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Surat Penntah Penagihan Pajak Seketika dan Sckaligus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat
Paksa, Surat Perintah Mcoiibayar Pajak serta permintaan penctapan tanggal dan
tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan

Pasal 25
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
daerah ditetapkan Kepala Daerah
BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 26

(1) Kepala Dacrah berdasarkan  permohonan  wajib  pajak  dapat  memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pembenan pengurangan, kennganan dan pembebasan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27
Wapnb Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah atau
Pejabat atas suatu
a. SKPD;
b. SKPDKE;
¢. SKPDKBT,
d. SKPDLB;
¢. SKPDN;
f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yvang berlaku
Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sccara jabatan,
wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3
(tiga) bulan scjak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,
tanggal pemotongan atau pemungutan schagaimana dimaksud pada ayar (1)
kecual waktu itu ndak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) udak dianggap schbagar Surat Keberatan, sehmgea ndak
dipertimbangkan
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan

penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku
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(1

(2)

2)

(1)

(2)

3)

Pasal 28
Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu pahing lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan ditenma. sudah membenkan keputusan  atas
keberatan yvang diajukan
Keputusan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa menenma seluruhinya atau
sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yvang terutang
Apabila jangka waktu schagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah atau Pejabat ndak membenkan keputusan, keberatan yang dijukan
tersebut dranggap dikabulkan

Pasal 29
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya vang
ditetapkan olch Kepala Dacrah
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan Jisertar alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tyga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampin salinan dan surat keputusan tersebut
Pengajuan permohonan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (1) udak
menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 30

1

Apabila pengajuan keberatan scbagaimana dumaksud pada pasal 27 atau banding

sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebahan

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga scbesar 2% (dua

persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAD XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31
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(1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wapb pajak dapat

(2)

(3)

(1)

(2)

membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
Kepala Daerah dapat
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda

dan kenatkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan

perpajakan dacrah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

wajib pajak atau bukan karena kesalahannya
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang udak benar,
Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak scbagaimana dimaksud pada avat (2) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah

BAB XIlI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 32

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menycbutkan
sckurang-kurangnya
2. nama dan alamat wajpb pajak;
b. masa pajak,
¢. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. alasan yang jelas
Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak  ditenmanya permohonan  pengembahan  kelebihan  pembayaran  pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah membenkan keputusan

19




(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaw dan Kepala Daerah ndak membenkan keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran pajak dhanggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama | (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyar utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintaly
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebthan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu
2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dacrah atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembavaran kelebihan pajak.

Pasal 33
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (5) pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukt pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukts pembayaran
BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 34

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaw jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak kecuali apabila wajib
pajak melakukan tindak prdana dibidang perpajakan Daerah.

(2) Kadalvarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :
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a.  Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
b. Ada pengakuan hutang pajak dan wayb pajak.
BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 35
(1) Wajib pajak yang memenuhi knitenia terientu wajib menyelenggarakan pembukuan.
{2) Kriteria wajib pajak scbagaimana dimaksud pada avat (1) dan tata cara pembukuan
diatur sesuai dengan Keputusan Menten Dalam Negen
Pasal 36
(1) Kepala Dacrah berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengup kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah.
(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib -

2. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang
terutang,

b, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan membenikan bantuan guna kelancaran pemerniksaan.

€. Membenkan keterangan yang diperlukan

(3) Tata cara pemeniksaan pajak diatur sesuar dengan Keputusan Menten Dalam

- Negen.
¥ BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 37

mnlnﬁng yang wilayah distnbusinya di Kabupaten Asahan wapb menyampaikan
w bulanan pada bulan benkutnya kepada Pemenntah Daerah melalu instansi
elola tentang :
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‘E':':f jumlah rekening terbayar;
‘¢ jumlah rekening tertunggak.
3 BAB XVII

A KETENTUAN PIDANA
- Pasal 38
.-.-f_f*f.* Wajib pajak yang karena kealpaannya ndak menyampaikan Surat Pemberitahuan
| Pajak Daerah atau mengist dengan Udak  benar atau tidak lengkap atau
4 mhmplrlum keterangan yang tidak benar schingga merugikan keuangan dacrah
ﬂhldim dengan pidana kurungan pahing lama 6 (enam) bulan dan atau denda
| plmgbmyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang,
5' Wﬁib pajak yang dengan sengaja udak menyampaikan Surat Pembentahuan Pajak
Blanh atau mengisi dengan tidak benar atau tdak lengkap atau melampirkan
ihmnpn yang tidak benar schingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan
{ﬁhﬂl kurungan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 4 (empat)
'Mjmnhh pajak yang terutang,
'-f"_::'..; pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah

Pasal 39

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 40
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(l) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemermntah Dacrah diben

(2)

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a,

c

menenma, mencan, mengumpulkan dan menehiti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap:

meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah,

meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pnbadi atau badan
sehubungan dengan tindak prdana di bidang perpajakan Dacrah;

memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukt: tersebut;

meminta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah

menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemenksaan sedang berlangsung dan memenksa identitas
orang atau badan atas dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud

huruf "e" ;
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN
L PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yvang luas,
nyata, dan bertanggung jawab, pembayaran pemenntah dan pembangunan daerah
yang berasal dan pendapatan ash daerah, khususnya yang bersumber dan pajak
dacrah perlu ditingkatkan schingga kemandinan Daerah dalam hal pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan di Dacrah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada
masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perckonomian di Daerah diperlukan
penyediaan sumber-sumber pendapatan ash dacrah yang hasilnya memadat Upavya
pemingkatan penyediaun pembiayaan dan sumber tersebut antara lain, dilakukar,
dengan pemingkatan kinerja pemungutan, penyempumaan dan kenakan biava

penzinan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan
Pemerintah 65 Tahun 2001, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1998
tentang Pajak Pencrangan Jalan di Kabupaten Dacrah Tingkat 1l Asahan sudah
tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Dacrah pengganti. Oleh karena itu,
Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Peraturan Dacrah Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan
Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat I Asahan.

Il PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
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Pasal

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jel

Pasal 14

Cukup je

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
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